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BAB VI 

PENUTUP 

6. 1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, maka peneliti memperoleh 

kesimpulan bahwa : 

1. Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2018 secara garis besar 

terlaksana dengan kategori sangat berhasil. Ini dibuktikan dengan adanya 

capain kinerja pada tahun tahun 2015 yang mencapai angka 96,01%. Tahun 

2016 mencapai angka 99%.Tahun 2017 mencapai 96,98%. Sedangkan pada 

Tahun 2018 mencapai 95,07% . Namun pencapain kinerja ini belum 

mencapai angka 100% dikarenakan beberapa program dan kegiatan yang 

masih terkendala dalam pelaksanaannya. 

2. Pada Tahun 2015 indikator kinerja angka partisipasi sekolah untuk 

mendukung sasaran strategis peningkatan mutu pendidikan masyarakat usia 

sekolah pada semua jenis dan jenjang belum mencapai target. Kondisi ini 

diakibatkan oleh adanya beberapa program dan kegiatan seperti pengadaan 

dan rehabilitasi sarana prasarana, pembangunan rumah dinas guru, 

pemerataan rasio guru dan rasio siswa serta peningkatan kompetensi guru 

yang masih kurang. 

3. Pada Tahun 2015-2018 indikator APK Pendidikan Luar Biasa untuk 

mendudukung sasaran strategis peningkatan akses layanan khusus dan 

layanan khusus belum mencapai target. Kondisi ini diakibatkan oleh adanya 

beberapa kegiatan seperti pembangunan unit sekolah PLB, pelatihan tenaga 
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pendidik PLB, perekrutan tenaga PLB dan sosialisasi pada masyarakat luas 

tentang pentingnya Pendidikan Luar Biasa yang masih sangat kurang. 

4. Alokasi belanja langsung Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tahun 2015-2018 sangat memprioritaskan untuk belanja 

langsung urusan wajib. Ini dibutktikan dengan capaian presentase alokasi 

belanja langsung urusan wajib Tahun 2015 mencapai 88,18% dari total yang 

dianggarkan. Tahun 2016 mencapai 87,11% dari total yang dianggarkan. 

Pada Tahun 2017 mencapai 97,63% dari total yang dianggarkan. Sedangkan 

pada tahun 2018 mencapai 98,07% dari total yang dianggarkan. 

6. 2 Saran 

Mengacu pada kesimpulan yang ada, maka berikut saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dalam memakasimalkan 

program dan kegiatan sehinggah mendukung indikator kinerjayang 

mencapai sasaran strategis secara optimal. 

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap pengadaan sarana 

prasaranadalam meningkatan kualitas dan mutu pendidikan  masyarakat 

pada semua jenis dan jenjang serta mengambil suatu kebijakan dalam usaha 

pemerataanantara rasio guru dan rasio siswa. 

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu 

melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai 
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pentingnya Pendidikan Luar Biasa, agar terciptanya keseimbangan 

kerjasama dalam mendukung peningkatan akses layanan khusus dan layanan 

khusus. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu 

memberikan perhatian serta kebijakan terhadap alokasi belanja langsung 

untuk urusan wajib agar dalam penyerapan program dan kegiatan yang 

berkait terlaksana dengan optimal. 
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